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Praktik kartel dalam persaingan usaha seringkali sulit untuk diungkap keberadaannya, karena pada
umumnyakartel dilakukan dengan kerahasiaan tingkat tinggi. Menanggapi hal tersebut, muncul leniency
program yang pertamakali digagas oleh Antitrust Division Amerika Serikat sebagai suatu kebijakan
pemberian insentif terhadap pelaku kartel yang mengakui keikutsertaannya dalam praktik kartel secara
sukarela kepada otoritas persaingan usaha, yang kemudian diikuti oleh banyak yurisdiksi sebagai alat
pengungkapan dan pembuktian kartel. Indonesia yang juga telah mengatur ketentuan leniency dalam RUU
tentang Larangan Praktik Monopoli UU No. 5 Tahun 1999 menemui sejumlah hambatan dalam proses
penerapannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan analisa kualitatif
mengenai penerapan leniency program di Inggris, Korea selatan, Singapura, dan Australia. Desain
pengaturan dan teknis pelaksanaan leniency program pada keempat negara tersebut dijadikan sebagai bahan
rujukan terhadap rencana penerapan leniency program di Indonesia dan sekiranya dapat menjadi jalan keluar
terhadap hambatan dalam penerapannyadi Indonesia.

...... Practice of cartelsin competition law are difficult to detect, since cartels are generally carried out with
high degree of confidentiality. In response, the US Antitrust Division initiated the leniency program as a
policy of incentives for cartel actors who acknowledged their participation by voluntary to competition
authorities, then it has followed by many jurisdictions as a means of disclosure and proof of cartels.
Indonesia which has also regulated the leniency provisionsin RUU tentang Larangan Praktik Monopoli UU
No. 5 Tahun 1999 encountered a number of obstacles in itsimplementation process. This study isa
normative legal research using qualitative analysis of leniency program implementation in United Kingdom,
South Korea, Singapore, and Australia. The regulatory and technical design of Ieniency program
implementation in those countries are used as reference material to the plan of leniency implementation in
Indonesiaand if it can be a solution to obstaclesin its application in Indonesia.
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